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ABSTRAK 

Nama          : Nur Indah Akhir Haana 

NIM            : 105261143420  

Judul          : Hukum Pemberian Nafkah Kapada Mantan Isteri Dalam Perspektif 
Hukum Islam dan KHI 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pemberian nafkah 

kepada mantan isteri dalam perspektif hukum Islam dan kompilasi hukum slam. 

Penelitian ini mengkaji dua hal pokok, yaitu: 1) Bentuk-bentuk pemberian nafkah 

suami terhadap isteri, 2) Pandangan hukum Islam terhadap pemberian nafkah 

kepada mantan isteri. 

 Penelitian ini menggunakan metodologi kajian pustaka (library research), 

yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. Jenis pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan  

yaitu sumber data primer yaitu al-Qur‟an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, 

serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, modul, perpustakaan, 

internet atau sumber lain yang mendukung. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) dalam suatu pernikahan 

suami wajib memberikan nafkah. Bentuk nafkah ini meliputi nafkah lahir yang 

mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Kemudian nafkah batin mencakup pemenuhan 

kebutuhan emosional dan psikologis, seperti cinta perhatian dan kasih sayang. 2) 

dalam hukum Islam, setelah terjadinya perceraian suami masih memiliki 

kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikannya selama 

masa iddah. Selain nafkah iddah suami juga dibebankan untuk memberikan 

nafkah mut’ah ataupun nafkah lampau. 

Kata Kunci: Nafkah, Talak, Iddah, Mantan Isteri. 
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ABSTRACT 

Name : Nur Indah Akhir Haana 

NIM : 105261143420 

Title : Law on Prividing Support to Ex-Wives in Perspective Islamic Law and    

  KHI 

  The purpose of this research is to find out the law on providing 

maintenance to ex-wives in the perspective of Islamic law and the compilation of 

Islamic law. This study examines two main things, namely: 1) Forms of providing 

for husbands to wives, 2) Islamic legal views on providing for ex-wives.  

This research uses library research methodology, which is carried out by 

reading books and literature related to the problem to be discussed. The type of 

approach taken in this research is a qualitative approach. The data sources used 

are primary data sources, namely the Qur'an, Hadith, and Islamic Law 

Compilation, as well as secondary data sources obtained from journals, modules, 

libraries, the internet or other supporting sources.  

The results of this study show that: 1) in a marriage the husband is obliged 

to provide a living. This form of income includes birth income which includes 

physical needs such as food, drink, shelter and other daily needs. Then inner 

sustenance includes the fulfillment of emotional and psychological needs, such as 

love, attention and compassion. 2) In Islamic law, after divorce the husband still 

has the obligation to provide for his divorced wife during the period of iddah. In 

addition to iddah bread, the husband is also charged to provide mut'ah or past 

bread. 

Keywords: Bread, Talaq, Iddah, Ex-Wife. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua manusia yang 

berlainan jenis kelamin untuk membangun sebuah keluarga serta meneruskan 

keturunan.
1
 Pernikahan menjadi satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang 

diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan.
2
 Sesuai dengan firman Allah 

dalam QS. ar-Rum/30: 21: 

هَا لتَِّسْكُنُ وْْٓا ازَْوَاجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  انَْ وَمِنْ اٰيٰتِو  نَكُمْ  وَجَعَلَ  الِيَ ْ  فِْ  اِنَّ  وَّرَحْْةًَ  مَّوَدَّةً  بَ ي ْ
  ي َّتَ فَكَّرُوْنَ  لِّقَوْمٍ  لََٰيٰتٍ  ذٰلِكَ 

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
3
 

Dalam hukum Islam pernikahan ialah akad suci dan luhur antara laki-laki 

dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan 

dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh 

kasih sayang, kebaikan dan saling menyantuni. Hilman Hadikusuma mengatakan 

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib 

                                                             

1
 Santoso, Hakekat Perkawian Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan 

Hukum Adat. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, No.2 (2016), h. 412-434. 

2
 Prodjohamijojo Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal 

Center Publising, 2007), h. 53. 

3
 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al Qur‟an, 2019), h. 585. 
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adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya 

perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama 

bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh 

masyarakat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama maka biasanya 

perkawinan itu dianggap sah secara adat.
4
 

Terlaksananya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara 

suami dan isteri. Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok 

adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun 

tempat tinggal bersama.
5
 

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 233: 

دِ لوَ وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْ 
  وُسْعَهَا اِلََّ  نَ فْسٌ  تُكَلَّفُ  لََ  بِِلْمَعْرُوْفِۗ  تُ هُنَّ وكَِسْوَ  رزِْقُ هُنَّ 

Terjemahnya: 

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 

makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 

dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.
6 

Rasulullah saw. bersabda: 

 7فِ وْ رُ عْ مَ لْ بِِ  نَّ هُ ت ُ وَ سْ كِ وَ  نَّ هُ ق ُ زْ م رِ كُ يْ لَ عَ  نَّ لَُ وَ 

 

                                                             

4
N. K. S. Adnyani, Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Adat Dan Pengaruhnya 

Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. Jurnal Sosial Dan Humaniora 6. No. 2 (2017).  

h. 168. 

5
H. M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munahakat: Kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h. 163.  

6
Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 50. 

7
 Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Sahmi Al-Aslami, dkk, Maghazi, Juz III (Beirut: 

Dar Al-Alamy, 1431), h. 1103.  
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Artinya: 

Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) 

yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami). (HR. Muslim: 

2137) 

Pernikahan pada dasarnya itu dilakukan untuk selamanya, sampai 

wafatnya salah seorang suami isteri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh 

Islam. Kehidupan suami isteri hanya tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih 

sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban 

dengan baik.
8
 

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan baik, pasti 

ada kesalahpahaman, kekhilafan, dan konflik. Dalam menangani permasalahan 

keluarga ini, ada pasangan yang dapat mengatasinya dan ada yang tidak. Maka, 

Islam memberikan solusi melalui penetapan talak sebagai jalan keluar untuk 

menyelesaikan permasalahan ketika keharmonisan rumah tangga tidak dapat 

dipertahankan.
9
 Perceraian dapat terjadi apabila kedua belah pihak baik suami 

maupun isteri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani 

rumah tangga.
10

 

                                                             
8 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 124. 

9 Ali yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga,  terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012),  h. 330. 

10  Nora Andini, Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah 

Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia), Qiyas:Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 1 No. 2, Oktober ( 2019), h. 2. 
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Dengan demikian ikatan perkawinan dapat putus dan tata caranya telah 

diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.
11

 

Dalam pernikahan, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada 

isterinya. Nafkah yang diberikan suami tidak hanya dalam ikatan pernikahan saja 

tetapi juga setalah terjadinya perceraian. 

Allah swt sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka  

kewajiban seorang suami terhadap isterinya yaitu memberikan nafkah iddah atau 

mut‟ah. Iddah artinya suatu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik 

cerai hidup atau mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah 

berisi atau kosong dari kandungan.
12

 

Terdapat ayat yang menjelaskan hukum pemberian mut‟ah bagi 

perempuan yang diceraikan. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, 

baik talak tiga (ba’in) maupun talak satu atau dua tetapi tidak rujuk, sementara ia 

sudah dicampuri, maka hendaklah diberi mut‟ah yakni pemberian suami di luar 

nafkah kepada isteri yang ditalak tersebut menurut cara yang patut, yakni besar 

dan kecilnya pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu 

                                                             
11 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 

2004), h. 207. 

12 Slamet Abidin, dkk, Fiqih Munakahat II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 121. 
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kewajiban bagi orang yang bertakwa, yakni mereka yang melaksanakan segala 

perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
13

  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mut‟ah diartikan sebagai sesuatu, 

misalnya uang, barang dan sebagainya yang diberikan oleh sang suami kepada 

isterinya yang telah diceraikan sebagai bekal hidup isteri.
14

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal (1) Suami wajib menyediakan 

tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam 

masa iddah.
15

 

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, pengadilan 

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan 

atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
16

 

Berdasarkan pemjelasan di atas, maka menjadi sangat penting masalah ini 

diteliti lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul “HUKUM PEMBERIAN 

NAFKAH KEPADA MANTAN ISTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM DAN KHI”. 

 

 

                                                             
13 Tihami, Fiqih Munakahat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.163. 

14  Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 768. 

15 Ekifla, Kompilasi Hukum Islam, Permata press, h. 26. 

16  New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan 1974, (Yogyakarta : Percetakan 

Galangpress, 2009), h. 26. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian nafkah suami terhadap isteri? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KHI terhadap pemberian nafkah 

kepada mantan isteri ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan 

rumusan masalah yaitu: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 

pemberian nafkah suami terhadap isteri. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan 

KHI  terhadap pemberian nafkah kepada mantan isteri.  

D.  Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum 

pemberian nafkah kepada mantan isteri dalam perspektif hukum Islam.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana mengimplementasikan 

pengetahuan penulis mengenai hukum pemberian nafkah kepada mantan 
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isteri serta diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang 

permasalahan nafkah mantan isteri. 

E. Metodologi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan 

dengan metode pengumpulan data pustaka.
17

 Oleh karena itu, untuk 

memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi 

kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian 

dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ditujukan 

untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta 

memberikan data serinci mungkin.
18

  

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai 

analisis pemberian nafkah mantan isteri dalam perspektif hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

 

 

                                                             
17 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31. 

18
 Suharsini Arikunto, Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek, (Jakarta: Kencana 

Penada Media, 1998), h. 36. 
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a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti sebagai alat tanya jawab rumusan masalah penelitian.
19

 

Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data yang langsung 

didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau 

peneliti.
20

 Data primer yang digunakan adalah al-Qur‟an, Hadis, dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah merupakan pendekatan pelitian yang 

menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses 

analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan 

tujuan peneliti. Data sekunder merupakan sumber data suatu penilitian 

yang diperoles peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa 

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

atau data dokumenter.
21

  Data ini diperoleh dari jurnal, modul, 

perpustakaan, internet atau sumber lain yang mendukung. 

 

                                                             

19
Populix, Pengertian Data Primer dan Perbedaannya dengan Data Sekunder, 

https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah, (diakses 12 Mei 2023). 

20 https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah, (diakses 12 Mei 2023).  

21  A Endraswara, Sumber dan Jenis Data, 

http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf 

Diakses 12 Mei 2023 

https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah
https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah
http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf
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4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data bisa diartikan dengan rangkaian proses mengumpulkan 

kemudian mengelolah data yang didapatkan dan  penelitian. Data teknik 

yang digunakan adalah penelitian (library research) yang artinya 

mengumpulkan data dari berbagai literatur yang sesuai dengan pokok 

pembahasan pada masalah yang dijadikan sumber penulisan karya ini. 

Data yang telah didapat dari pencarian referensi ini akan melalui beberapa 

tahap, antar lain: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data yang sudah didapatkan dari segi 

kelengkapan, kecocokan, kejelasan dan hubungannya antara data satu 

dengan yang lainnya. 

b. Organizing, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah 

kesatuan yang teratur. 

c. Concluding (kesimpulan), ini merupakan langkah terakhir yang digunakan 

dalam pengumpulan data, yaitu data yang telah dikumpulkan akan ditarik 

kesimpulannya dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah. 

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data selesai, maka selanjutnya 

adalah menganalisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait 

dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dari penulis.
22

 

 

                                                             
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rimeka 

Cipta, 2011), h. 24. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Nafkah 

 

1. Pengertian Nafkah 

Nafkah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti 

sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk kata dasar 

/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja nafaqa ( كنف ) yang sering disamakan 

pengertiannya dengan kata kerja,  ,ذهبنفد, خرجمضى ,  .1 Kata-kata tersebut memiliki 

kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukan keberpindahan 

suatu hal ke hal yang lainnya. Kata madha yang berarti berlalu atau lewat dan 

dzahaba yang berarti pergi, serta kharaja yang berarti keluar, sama-sama 

menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang 

lain. Kata nafida yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan sesuatu yang 

semula ada menjadi tidak ada. Dengan demikian, secara etimologis, nafaqa (dalam 

bentuk muta‟addy anfaqa) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan 

sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang 

dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata 

nafaqah/infaq hanya digunakan untuk pengertian positif.
2
 

Secara etimologi atau bahasa kata nafkah (   نَفَمَة) berasal dari bahasa Arab  

لانفمة . أنفك ينُْفِك . إنْفَا  . Dalam Kamus Arab Indonesia, secara etimologi kata nafkah 

                                                             

1
 Abu Bakar Jabir Al-Jazari, Pola Hidup Muslimah: Minhajul Muslim Mu’amalah, terj. 

Ahmad Supeno, Juz IV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 260.  

2
 Abu Bakar Muhammad Syatha, I’anah al-Thalibin, Juz IV, t.th. h. 60. 
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berarti "pembelanjaan"
3
 dan dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi 

sudah dipakai dengan arti pengeluaran.
4
 

Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (nafqah); ada yang 

mengatakan berasal dari akar kata al-infaq yang berarti pengeluaran,
5
 ada juga 

yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata al-nufuq yang berarti hancur.
6
 

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang 

suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya 

sebagai keperluan pokok bagi mereka.
7
 

Dalam buku syari‟at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya 

hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan 

tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si 

isteri itu seorang wanita yang kaya.
8
 

Dalam terminologi fikih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib 

dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya 

                                                             

3
 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-

Munawir, 1994), h. 1548. 

4
 Diknas, Kamus Bahasa Indonesia, )Jakarta: Balai Pustaka, 2002 Edisi Ketiga(, h. 770. 

5
 Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, Tafsir alfazh al-Tanbih, (Damaskus: Dar al-

Qalam, 1408 H.), h. 288. Muhammad 'Abd. Al- Rauf al-Munawiy, al-Taufiq 'Ala Muhammad al-

Ta'arif (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.), h. 703. 

6
  Qasim bin 'Abdillah bin Amir al-Qawnuniy, Anis al-Fuqaha' , (Jeddah: Dar al-Wafa', 

1406 H.). h. 168. Lihat juga dalam: Muhammad Amir ibn 'Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala 

al-Dar al-Mukhtar (Hasyiyah ibn 'Abidin) Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.), h. 571-572. 

7
 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu 

Fiqh, Jilid II, (Cet. II; Jakarta: 1984/1985), h. 184. 

8
 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, ( Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

h. 121. 



12 
 

 
 

meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga 

kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.
9
 

Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama 

isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun 

unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan 

dan kebahagiaan rumah tangga.
10

  

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang isteri 

dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman 

Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai 

kadar kemampuanya.
11

 

2. Dasar Hukum Nafkah 

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri 

orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta 

terhadap orang-orang yang tidak mampu. 

a. al-Qur‟an 

Firman Allah dalam QS. at-Thalaq/65: 6: 

 وَاِنْ كُنَّ اوُلٰتِ اَسْكِنُ وْىُنَّ مِ 
ۗ
نْ وُّجْدكُِمْ وَلََ تُضَاۤرُّوْىُنَّ لتُِضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ تُمْ مِّ نْ حَيْثُ سَكَن ْ

 فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَٰتُ وْىُنَّ اجُُوْرَىُنََّّۚ وَأْتََرُِ 
َّۚ
نَكُمْ حَْْلٍ فاَنَْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّّٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ وْا بَ ي ْ

 وَاِنْ تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُ رْضِعُ لوَ اخُْرٰىۗ بَِ 
 عْرُوْفٍَّۚ

                                                             

9
 Abu Bakar Jabir Al-Jazari, Pola Hidup Muslimah: Minhajul Muslim Mu’ammalah, terj. 

Ahmad Supeno, h. 260. 

10
 Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri, (Solo: Era Intermedia, 2006), 

h. 71.  

11
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam), (Jakarta: 

Amzah, 2010), h. 183. 
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Terjemahnya:  

Tempatkanlah mereka (para isteri yang dicerai) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) 

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu 

maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama 

menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
12

 

Firman Allah dalam QS. at-Thalaq/65: 7: 

ُ ۗ لََ يُكَلِّفُ اللُّّٰ  نْ سَعَتِو وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْوِ رزِْقوُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّآْ اٰتٰىوُ اللّّٰ  نَ فْسًا اِلََّ ليُِ نْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّ
ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُّسْراً    مَآْ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّّٰ

Terjemahnya:  

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah 

memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. 

Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa 

yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan.
13

 

 

Mengenai takwil lafaz  لينفك ذو سعة yang merupakan landasan kadar nafkah, 

terdapat beberapa penjelasan mengenainya. Di antaranya adalah yang 

diriwayatkan oleh Ibn Jarir, kadar keluasan memberi nafkah ketika dia mampu 

adalah makanan yang paling baik, baju yang halus.
14

 Dalam riwayat lain, Abu 

Qasim at-Tabran mengatakan sepersepuluh harta yang dimiliki suami.
15

 

 

                                                             
12 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al Qur‟an, 2019), h. 824. 

13 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya., h. 824. 

14 Ibn Kasir, Tafsir Ibn Kasir, Juz VIII, Cet. 2, (ttp.:Dar at-Tayyibah, 1999), h.153. 

15 Ibn Kasir, Tafsir Ibn Kasir, h.154. 
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Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 233: 

 وُ لَ  دِ وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْ 
لََ وُسْعَهَاَّۚ لََ تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِىَا وَ  اِلََّ  نَ فْسٌ  تُكَلَّفُ  لََ  بِِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رزِْقُ هُنَّ 
 مِّنْ هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَ  الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكََّۚ فاَِنْ ارَاَدَا فِصَالًَ عَنْ تَ راَضٍ  وَعَلَى بِوَلَدِه وُ مَوْلوُْدٌ لَّ 

اٰتَ ي ْتمُْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ ارََدْتُُّْ انَْ تَسْتَ رْضِعُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اذَِا سَلَّمْتُمْ مَّآْ 
َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْرٌ  َ وَاعْلَمُوْْٓا انََّ اللّّٰ  وَات َّقُوا اللّّٰ

 بِِلْمَعْرُوْفِۗ
Terjemahnya:  

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 

makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 

dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu 

dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat 

menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan 

dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila 

kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa 

bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.16 

Adapun yang dimaksud  Al maulud lah ayat diatas ialah ayah, arrzqun 

ialah makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian, sedangkan al ma’ruf artinya 

yang dikenal baik pengertian syara tidak terlampau kikir dan tidah berlebih-

lebihan.
17

 

 

 

 

                                                             
16  Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 50. 

17 Al-Hamdani, Risalah Nikah, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), h. 145. 
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Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 215: 

نْ خَيٍْْ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالَْقَْ ربَِيَْْ وَالْيَ تٰمٰى وَا لَُوْنَكَ مَاذَا يُ نْفِقُوْنَۗ قُلْ مَآْ انَْ فَقْتُمْ مِّ لْمَسٰكِيِْْ وَابْنِ يَسْ  
َ بوِ  بِيْلِۗ وَمَا تَ فْعَلُوْا مِنْ خَيٍْْ فاَِنَّ اللّّٰ  يْمٌ عَلِ السَّ

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus 

mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, 

hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan 

pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahuinya.
18

 

Tafsir ibnu Arabi kitab al-Ahkam al-Qur‟an, yang dimaksud dengan 

nafaqah adalah sedekah yang bentuknya sunah, dan bersedekah kepada kaum 

kerabat itu lebih utama dari pada yang lain karena disamping merupakan sedekah 

juga mempererat tali silaturrahmi kepada kaum kerabat.
19

 

Allah juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 245: 

عِفَوُ  للََّّ ٱيُ قْرِضُ  لَّذِىٱمَّن ذَا  طُ  للَُّّ ٱأَضْعَافاً كَثِيْةًَ َّۚ وَ  ۥْٓ لوَُ  ۥقَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَٰ يَ قْبِضُ وَيَ بْصُ 
 وَإلِيَْوِ تُ رْجَعُونَ 

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan 

melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali 

lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah 

kamu dikembalikan.
20

 

 

 

                                                             
18 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 44-45 . 

19 Ibnu Arabi, Ahkam al-Qur’an, Jilid I, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), h. 204. 

20 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 53. 
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Dalam ayat ini ada empat hal: 

1) al-Qardhu menurut bahasa adalah al-qot‟u atau memotong, artinya barang 

siapa yang memotong sebagian hartanya dan membelanjakan ke jalan 

Allah malah Allah akan perlipat gandakan pahalnya. 

2) Ayat ini yang dimaksud dengan membelanjakan atau menafkahkan adalah 

sifatnya mandup atau sunnah ke jalan Allah khususnya untuk menegakkan 

agama Allah swt, akan tetapi Allah maha kaya tidak membutuhkan 

bantuan dari siapapun namun ayat ini tujuannya sebagai anjuran untuk 

bersedekah. 

3) Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah di sini khusus untuk 

membentu orang-orang yang ikut berperang dan berjihad di jalan Allah 

karena yat sebelumnya ada perintah untuk berjihad. 

4) Yang dimaksud dengan al-Qard (pinjaman) disini adalah harta benda dan 

jiwa manusia, ketika orang menafkahkan hartanya dan berjihad di jalan 

Allah mempertahankan agama Allah swt.
21

 

Kemudian Allah juga berfirman dalam QS. Saba/34: 39: 

ْ يَ بْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِه   يُُْلِفُوُ َّۚ  فَ هُوَ  شَيْءٍ  مِّنْ  انَْ فَقْتُمْ  وَمَآْ  لوَُ ۗ وَيَ قْدِرُ قُلْ اِنَّ رَبِّّ
زقِِ  خَي ْرُ  وَىُوَ   يَْْ الرّٰ

Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan 

rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan 

                                                             
21 Ibnu Arabi, Ahkam al-Qur’an, h. 308. 
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menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan 

menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.
22

 

Firman Allah dalam QS. an-Nisa/4:34: 

ُ بَ عْضَهُمْ عَلٰى بَ عْضٍ وَّبِآَْ انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِمِْ ۗ  لرّجَِالُ قَ وَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِاَا فَضَّلَ اللّّٰ
لِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ للِّْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللّّٰ   فاَلصّٰ

Terjemahnya:  

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang 

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena 

Allah telah menjaga (mereka).
23

 

Dari ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah memegang peranan 

penting dalam kelangsungan keluarga, dan kewajiban ini harus dilandasi kesetiaan 

agar apa yang diberikan oleh suami atau isteri menjadi berkah dan tercapainya 

tujuan perkawinan.  Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dia 

memiliki kewajiban untuk merawatnya. Isteri berhak mendapat tunjangan dari 

suaminya dengan adanya hak suaminya, maka keduanya harus memenuhi 

kewajibannya dengan cara yang baik. 

b. as-Sunnah 

Dalam hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah ra; 

الله صلى الله عليه وسلم  ولسُ ى رَ لَ ان عَ يَ فْ  سُ بّ ة أَ أَ رَ مْ ة اِ بَ ت ْ ت عُ نْ د بِ نْ ت ىِ لَ خَ ت: دَ الَ ة رضي الله عنها قَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
 نِي يْ فِ كْ ا يَ ة مَ قَ فَ يحُ لََ يُ عْطِيني من الن َّ شحسُفْيَان رَجُل  بَِ أَ  نَّ ول الله، إِ سُ  رَ ت: يَ الَ قَ ف َ 

                                                             
22 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 623 . 

23  Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 113. 
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 الَ قَ ف َ  ؟احٍ نَ جُ  نْ مِ  كَ لِ  ذَ فِ  يَّ لَ عَ  لْ هَ ، ف َ وِ مِ لْ عِ  يِْْ غَ بِ  وِ الِ مَ  نْ مِ  تُ ذْ خَ ا أَ  مَ لََّ إِ  نِيَّ ي بَ فِ كْ يَ وَ 
 بِِ  وِ الِ مَ  نْ مِ  يْ ذِ خُ  :الله ولُ سُ رَ 

َ
 24كِ يْ نِ ي بَ فِ كْ يَ وَ  كِ يْ فِ كْ ا يَ مَ  وفِ رُ عْ ل

Artinya:  

Dari Aisyah ra ia menuturkan, Hindun binti Utbah Isteri Abu Sufyan 

menemui Rasulullah saw, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 

Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat 

mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku 

ambil dari hartanya tanpat sepengatahannya. Apakah aku berdosa?" lalu 

Rasulullah SAW menjawab "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik 

sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak- 

anakmu. (Hadis Sahih-Mutafaqun Alaih) 

Dari hadis sebelumnya, seorang suami yang tidak menyerahkan sebagian 

hartanya untuk menghidupi keluarganya diperbolehkan mengambil harta 

suaminya dan memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Padahal, suami 

harus mencari nafkah untuk isterinya agar keluarganya bisa bertahan hidup. 

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda: 

م كُ لَ  نَّ إِ و الله  ةِ مَ لِ كَ بِ  نَّ هُ وجَ رُ م ف ُ تُ لْ لَ حْ تَ واسْ الله  ةِ انَ مَ بَِ  نَّ وىُ تَُُ ذْ خَ أَ م نكُ إِ فَ  اءِ سَ  النِ فِ الله وا قُ ات َ فَ 
 حٍ رِّ ب َ مُ  رَ ي ْ غَ  بًِ رْ ضَ  نَّ وىُ بُ رِ اضْ فَ  كَ لِ ذَ  نَ لْ عَ ف َ  نْ إِ فَ , وُ ونَ ىُ رَ كْ ا تَ دً حَ أَ م كُ شَ رُ ف ُ  نَ ئْ وطِ يُ  لََّ أ  نَّ هِ يْ لَ عَ 
َ بِِ  نَّ هُ ت ُ وَ سْ كِ وَ  نَّ هُ ق ُ زْ م رِ كُ يْ لَ عَ  نَّ لَُ وَ 

 25(ماجو)رواه ابن  وفِ رُ عْ ل
Artinya: 

Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena 

sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu 

menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. 

Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam 

rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut 

pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak 

                                                             
24

Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: 

Dar Ihya‟ at-Turats al-„Arabi, t.tt), t.h. 

25 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t), h. 1025. 
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mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang 

ma‟ruf. (H.R. Ibnu Majah) 

c. Ijma 

Dasar hukum nafkah berdasarkan ijma' yaitu; kewajiban suami menafkahi 

isteri diakui oleh para ulama, dan memang isteri terikat perkawinan dan sudah 

menjadi milik suaminya.
26

 Ibnu Qudamah mengatakan "ahli-ahli ilmu bersepakat 

mengenai keharusan suami memberikan nafkah isterinya yang telah baligh, dan 

tidak berlaku untuk isteri yang membangkang kepada suaminya"; dan Ibnu 

Mundhir juga mengatakan "bahwa isteri yang membangkang boleh dipukul 

dengan tujuan sebagai pengajaran saja, suami memiliki kewajiban untuk 

memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya".
27

 

3. Nafkah Menurut Hukum Islam 

Kewajiban suami terhadap isteri dimulai dengan adanya hubungan 

perkawinan yang sah. Kewajiban nafkah ini harus dilakukan tatkala sudah adanya 

ikatan antara suami-isteri dan isteri tidak melakukan hal yang melanggar perintah 

suami, sebaliknya, ketika isteri melakukan hal yang tidak baik kepada suami, 

(durhaka), dan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka tidak wajib 

diberikan nafkah. Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai 

berikut: 

                                                             
26 Sulaiman Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 

1968), h. 110. 

27
Sayyid Sabiq,  Fiqh al- Sunnah,  terj. Muhammad Thalib, Jilid VII, (Bandung: PT. Al-

Ma'arif, 1986), h.75. 
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a. Nafkah lahir yaitu nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah 

seperti sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan al-Quran surah al- 

Baqarah: 233. Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan 

hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer 

dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah isteri 

dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam 

surat  at-Talaq ayat 7. 

b. Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang isteri dalam hal batin yang 

harus diberikan oleh suami terhadap isteri seperti menggauli isteri, 

menjaga isteri, serta kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan isteri 

secara adil. Untuk itu al-Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, 

tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih 

sayang dan menjauhi kekerasan.
28

  

Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik 

dengan isterinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun 

yang mungkin menyakiti perasaan isteri dan tidak melanggar janji apa pun yang 

mereka buat bersama.
29

 Selain itu, suami harus mengetahui apa yang di inginkan 

                                                             
28

Sobri Mersi Al-Faqi, Solusi Problematika Rumah Tangga Modern, terj. Najib Junaedi 

(Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 115. 

29 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 

h.306. 
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oleh isteri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang 

baik terhadap isteri, agar isteri senang dan bahagia.
30

 

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tingkat kewajiban hidup dalam Islam 

didasarkan pada pendapatan individu. Hidup orang miskin cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok seorang isteri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat di 

lingkungan merupakan kewajiban penting. Seorang pria kaya wajib memberi 

isterinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat dari 

jumlah yang diberikan oleh seorang suami yang hidup dalam kemiskinan.
31

 

4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah 

Ada beberapa sebab yang mewajibkan nafkah: 

a. Sebab Pernikahan 

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada isterinya yang taat, baik 

makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut 

keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
32

 

Pernikahan menyebabkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada 

orang lain di antaranya: 

1) Isteri dan anak, sebagaimana Rasulullah saw. telah menyatakan dalam 

hadis beliau mengenai hak isteri atas suaminya. 

2) Isteri yang diceraikan selama ia berada dalam iddah raj’i. 

                                                             
30 Ahmad Musthafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid IV (Mesir: Mushthafa al-Bab al- 

Halabi, 1969), h. 384. 

31
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, trans. M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al- 

Kausar, 1999), h. 384. 

32
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 27. 
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b. Sebab Keturunan 

Dengan adanya hubungan nasab atau keturunan seseorang dapat menerima 

harta seseorang. Ahli fikih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang 

menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan.” 

Maksudnya keluarga yang hubungannya ke atas dan ke bawah, seperti orang 

tua kepada anak-anaknya, anak kepada orangt tuanya bahkan kakek dan 

saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk 

sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat: “Wajib 

nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat lain hendaknya hubungan 

kekerabatan antar mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan 

keharaman nikah”.
33

  

Nafkah keturunan ini diberikan kepada bapak dan ibu, jika keduanya tidak 

ada maka diberikan kepada anaknya, kalau anaknya tidak ada maka diberikan 

kepada cucunya. Syarat wajibnya nafkah atas ibu dan bapak kepada anaknya 

ialah apabila seorang anak masih kecil dan miskin dan anak miskin atau sudah 

besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula, begitu juga sebaliknya, 

anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapaknya apabila keduanya tidak 

lagi berusaha dan tidak mempunyai harta, sebagaimana firman Allah swt. QS. 

Lukman/31: 15: 

نْ يَا هُمَا فِِ الدُّ  مَعْرُوْفاً وَصَاحِب ْ
 

 

                                                             
33  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Cet. I ( Jakarta: Basrie Press, 

1994), h. 150. 
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Terjemahnya: 

 Dan pergaulilah keduanyan di dunia dengan baik.
34

 

c. Sebab Kepemilikan 

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti 

hamba sahaya dan hewan piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yamg 

bisa menopang hidupnya. Bila seseorang tidak mau melaksanakannya, maka 

hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang 

piaraan dan pelayammya. Imam Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim Boleh 

memaksa orang yang memiliki binatang memberikan nafkah binatang-binatang, 

kalau tidak sanggup menafkahinya,boleh dipaksa menjualnya”.
35

 Hamba laki-laki 

atau perempuan, semua yang menjadi milik wajib diberi makan dan minumnya, 

dan tidak boleh dibebani kerja, melainkan sesuai kemampuannya.
36

 Dari 

pejelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki 

hewan piaraan dan juga hamba sahaya maka ia wajib memberikan nafkah. 

 
B. Talak 

1. Pengertian Talak 

Menurut bahasa, talak berasal dari kata (الاطلاق: الارسل) yang bermaksud 

melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.
37

 Talak Menurut 

istilah Seperti yang dituliskan Al-Jaziri talak adalah melepaskan ikatan (حل الميد) 

                                                             
34 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 594. 

35 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet. IV, (Jakarta: Bulan 

Bintanf, t.t), h. 272. 

36 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi’i Muammalat, Munakahat, Jinayat, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, t.t), h. 425. 

37
Wahbah Zuhaili, Fikih dan Perundangan Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, (Selangor, 

2001), h. 579. 
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atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata- kata yang telah 

ditentukan.
38
 Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan 

ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.
39

 

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan 

sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat 

putus dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang- 

undang No. 1 Tahun 1974 tentan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).
40

 Pada dasarnya, kehidupan rumah tanggah harus didasari oleh mawaddah, 

dan cintah kasih, yaitu suami isteri harus memerangkan peran masing-masing, 

yang satu dengan yang laingnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga 

diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan 

yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh 

kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.
41

 

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, 

namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan 

yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian 

                                                             

38
 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh As-Sunnah, Juz II (Beirut: Dar Fkr, 1983), h. 

206. 

39
 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II (Beirut: Dar Fkr, 1983), h. 206. 

40
 Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 

207. 

41
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 207. 
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ataupun karena patusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan Undang-Undang.
42

 

2. Dasar Hukum Talak 

Permasalahan perceraian dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam 

dua sumber Hukum Islam. Yakni al-Qur‟an dan Hadis, hal ini dapat dilihat pada 

sumber-sumber Hukum dasar Hukum pada berikut ini: 

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:231: 

وَإِذَا طلََّقْتُمُ ٱلنِّسَآْءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوىُنَّ بِعَْرُوفٍ أَوْ سَرّحُِوىُنَّ بِعَْرُوفٍ َّۚ وَلََ 
لِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوۥُ َّۚ وَلََ تَ تَّخِذُوْٓا۟  ءاَيَٰتِ ٱللَِّّ ىُزُوًا َّۚ  تَُْسِكُوىُنَّ ضِراَراً لتَِّ عْتَدُوا۟ َّۚ وَمَن يَ فْعَلْ ذَٰ

َ وَٱذكُْرُوا۟ نعِْمَتَ ٱللَِّّ عَلَيْكُمْ وَمَآْ أنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلِْْكْمَةِ يعَِظُكُم بوِِۦ َّۚ وَٱت َّقُوا۟   ٱللَّّ
 وَٱعْلَمُوْٓا۟ أَنَّ ٱللََّّ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 

Terjemahnya: 

Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa 

idah-nya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah 

mereka dengan cara yang patut (pula). Jangan-lah kamu menahan (rujuk) 

mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. 

Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya 

sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai 

bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah ke-padamu dan apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur‟an) dan Hikmah (Sunah), 

untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
43

 

Selanjutnya Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 229: 
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 Martiman Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesiaa Legal 

Center Publishing, 2002), h. 41. 

43 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 49. 
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 بِعَْرُوْفٍ اوَْ ا
ۢ
تُمُوْىُنَّ  لطَّلَقُ مَرَّتٰنِِۖ فاَِمْسَاكٌ  وَلََ يََِلُّ لَكُمْ انَْ تََْخُذُوْا مَِّآْ اٰتَ ي ْ

تَسْريِْحٌۢ بِِِحْسَانٍۗ
ِِۙ فَلَ  ِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّّٰ اَفَآْ اَلََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّّٰ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا شَيْ  اً اِلََّْٓ اَنْ يَُّ

كَ  اللِّّٰ  حُدُوْدَ  ي َّتَ عَدَّ  وَمَنْ  تَ عْتَدُوْىَاَّۚ  فَلَ  اللِّّٰ  حُدُوْدُ  تلِْكَ  فِيْمَا افْ تَدَتْ بوِۗ  ىِٕ
ۤ
 الظّٰلِمُوْنَ  ىُمُ  فاَوُلٰ

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal 

bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan 

kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya 

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 

ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim.
44

 

Allah swt juga berfirman dalam QS. al-Ahzab/33: 49: 

يَ ُّهَا  ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّوىُنَّ فَمَا لَكُمْ  لْمُؤْمِنَٰتِ ٱءاَمَنُ وْٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ  لَّذِينَ ٱيََْٰٓ
ةٍ تَ عْتَدُّونَ هَا ِۖ فَمَتِّعُوىُنَّ وَسَرّحُِوىُنَّ  يلً  عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ  سَراَحًا جََِ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu 

perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya.
45

 

 Firman Allah swt dalam QS. At-Talaq/65: 1: 

يَ ُّهَا  تِِِنَّ وَأَحْصُوا۟  لنِّسَآْءَ ٱإِذَا طلََّقْتُمُ  لنَّبُِّ ٱيََْٰٓ ةَ ٱفَطلَِّقُوىُنَّ لِعِدَّ  لََ  ِۖربََّكُمْ  للََّّ ٱ ت َّقُوا۟ ٱ وَ  ِۖلْعِدَّ
حِشَةٍ مُّبَ ينَِّةٍ َّۚ وَتلِْكَ حُ   وَمَن يَ تَ عَدَّ  َّۚللَِّّ ٱ دُودُ تُُْرجُِوىُنَّ مِنۢ بُ يُوتِِِنَّ وَلََ يَُْرُجْنَ إِلََّْٓ أَن يََتِْيَْ بِفَٰ

لِكَ أمَْراً للََّّ ٱ لََ تَدْرىِ لَعَلَّ  َّۚۥفَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوُ  للَِّّ ٱحُدُودَ   يَُْدِثُ بَ عْدَ ذَٰ
                                                             

44 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 48. 

45 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 611. 
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Terjemahnya: 
Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang 
wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah 
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang 
jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, 
maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu 
tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan 
yang baru.

46
 

 
Hadis Rasulullah saw, tentang talak yaitu: 

هُمَا اللهُ  رَضِىَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ   اللهِ  إِلَ  الَْْللِ  أبَْ غَضُ :  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسُوْلُ  قالَ : قالَ  عَن ْ
 47الْْاَكِمُ  صَحَّحَوُ  وَ  مَاجَو وَإبْنُ  دَاوُدَ  أبَوُ رَوَاهُ .الَطَّلقُ 

Artinya: 

Dari ibnu Umar ra,ia berkata: Rasulullah saw bersabda,”sesuatu yang halal 

namun paling dibenci di sisi Allah adalah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu 

Majah) serta dinilai shahih oleh Abu Hatim 

 

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum talak itu dibagi 

menjadi 4, yaitu: 

a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan, 

sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri 

jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk 

mengakhiri perselisihan. 

b. Sunnah, talak disunnahkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau 

melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban kewajiban 

agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri 

berlaku terhormat). 

                                                             
46 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 823. 

47
 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Dar Ihya‟ 

al-Kutub al-„Arabiyah, t.tt). t.h. 
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c. Makhruh, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan 

yang halal yang paling dibenci oleh Allah swt yakni dibenci jika tidak ada 

sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkanya juga karena 

tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam 

perkawinan.
48

 

d. Haram, talak menjadi haram jika dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri 

dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
49

 

3. Jenis-jenis Talak 

Jenis-jenis talak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Talak Raj’i: suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa 

kehendaknya. Dan talak raj’i sidyaratkan pada isteri yang telah digauli.
50

 Maka 

yang dimaksud dengan talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami 

kepada isetri sebagai talak satu atau dua yang diikrarkan depan siding 

pengadilan, dan suami dibolehkan merujuknya bila masih dalam iddah, tanpa 

diharuskan nikah baru. 

Suami isteri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa 

‘iddah talak raj’i. tidak boleh bagi suami untuk menikahi saudara perempuan 

yang diceraikannya sebelum habis masa „iddahnya.
51

 

 

                                                             

48
 Abdul Rahman Ghazaliy, Fiqh Manakahat (Jakarta: Kencana,  2006), h. 214. 

49
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, h. 201. 

50
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj.  Abdurrahman dkk Juz II (Semarang: Asy-Syifa‟.  

1990), h. 476. 

51
Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta : AMZAH, 2010), h 336 
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Terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 229: 

 بِِِحْسَانٍ ۗ وَلََ يََِلُّ لَكُمْ انَْ  ِۖمَرَّتََنِ  الَطَّلَقُ 
 بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْحٌۢ

ۢ
تََْخُذُوْا مَِّآْ   فاَِمْسَاكٌ

اَفآَْ اَلََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللِّّٰ ۗ فاَِنْ خِفْتُمْ اَلََّ يقُِيْمَا حُدُوْ  تُمُوْىُنَّ شَيْ  اً اِلََّْٓ انَْ يَُّ دَ اللِّّٰ ِۙ فَلَ اٰتَ ي ْ
كَ  اللِّّٰ  حُدُوْدَ  ي َّتَ عَدَّ  نْ وَمَ  تَ عْتَدُوْىَا فَلَ  اللِّّٰ  حُدُوْدُ  تلِْكَ  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْ تَدَتْ بوِۗ  ىِٕ

ۤ
 فاَوُلٰ

 الظّٰلِمُوْنَ  ىُمُ 
Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan 

(rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan 

baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang 

telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) 

khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika 

kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-

batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang 

(harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya.Itulah batas-batas 

(ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar 

batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.
52

 

b. Talak ba’in: yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau 

karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), atau karena adanya 

penerimaan talak tebus (khulu‟),
53

 meskipun ini masih diperselisihkan fuquha, 

apakah khulu‟ ini talak atau fasakh. Talak ba’in dibagi menjadi dua macam 

yaitu ba’in sugra dan ba’in kubra. 

1) Ba‟in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas 

suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas 

isterinya. Maksud menghilangkan hak-hak rujuk yaitu suami tidak 

diperkenankan rujuk kepada istrinya yang ditalak, hingga masa 

                                                             
52

Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 48. 

53
 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (IAIN Raden Intan Lampung : 

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M,2015), h. 137. 
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iddahnya habis. Suami di perbolehkan kembali kepada isrinya namun 

diharuskan nikah baru dan juga mahar baru.
54

 

Perempuan akan jelas dari suaminya bagian kecil jika telah selesai 

iddahnya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk talak 

yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia menganti dengan kata-kata 

sindiran.
55

 

2) Ba‟in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah 

kembali kepada istrinyam kecuali kalau bekas isterinya telah kawin 

dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri 

secara nyata dan sah, dan juga isteri tersebut telah menjalani masa 

iddahnya serta iddahnya telah habis pula.
56

 Jika ia telah sepakat untuk 

menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. 

Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan 

mahar yang baru.
57

 

4. Talak Dalam Hukum Islam 

Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh 

sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi 

melalui apa yang disebut ila’ (sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib) 

dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li’an (sumpah suami yang 

menuduh isterinya berzina dan ia tidak mampu menghadirkan empat orang saksi), 
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 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, h. 138. 
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 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh keluarga, h 337 
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serta dapat terjadi melalui apa yang disebut dhihar (ungkapan suami yang 

menyamakan isterinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya).
58

 

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi 

melalui apa yang disebut khiar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu’ 

dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa‟ (pengaduan). Berakhirnya 

perkawinan diluar kehendak suami dan dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab 

kehendah hakam, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi 

oleh sebab matinya suami atau isteri.
59

 

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: 

talak, khulu (melepaskan ikatan perkawinan yang dilakukan pihak isteri dengan 

ganti rugi), fasakh (pembatalan perkawinan antara suami isteri), li'an (sumpah 

suami yang menuduh isterinya berzin dan tidak mampu menghadirkan empat 

orang saksi) dan ila’ (sumpah untk meninggalkan perkara yang wajib).
60

 Lebih 

lanjut menurut Fuad Said Islam memberikan hak talak kepada suami untuk 

menceraikan isterinya dan hak khulu‟ kepada isteri untuk menceraikan suaminya 

dan hak fasakh untuk kedua suami-isteri. Dengan demikian maka yang 

memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-isteri ialah 

talak, khulu, fasakh.
61
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60
 Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna,  
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 Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, h. 4. 



32 
 

 
 

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang 

menikahi, karena itulah yang berhak menahan isteri, yakni merujuknya. Suami 

tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya.Tidak ada riwayat 

dari Rasulullah saw dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan 

disyari‟atkannya persaksian talak.
62

 

C. Hukum Islam dan KHI 

1. Hukum Islam 

 Hukum Islam merupakam rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam”. 

Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab 

dan terdapat dalam al-Qur‟an, juga berlaku dalam bahasa Indonesi. “Hukum 

Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa indonesia yang hidup 

dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” menurut Amir Syarifuddin 

adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui 

sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh 

masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata 

“hukum” menutut definisi di atas dihubungkan kepada „Islam‟ dan „syara‟, maka 

„hukum Islam‟ akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang diakui dan diyakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam.
63

 

 Sedangkan hukum dalam pengertian hukum syara’ menurut istilah ulama 

ushul adalah khitob (doktrin) syar‟i yang berhubungan dengan perbuatan 

mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. 
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كَلِّفِيْْ طلََباً أو تَُيِْيْْاً أو وَضعاً 
ُ
تَ عَلَّق بِفَْ عَال ال

ُ
 خِطاَبُ الشَّارعِ ال

Artinya: 

Hukum adalah khitob Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf 

baik berupa perintah atau pilihan atau wadh’i 
64

. 

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu 

terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini 

diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan 

yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan 

karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan 

pengkajian hukum sekalipun.
65

 

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin compilare yang mempunyai arti 

mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang 

tersebar berserakan dimana-dimana.
66

 Dalam bahasa Inggris ditulis "compilation" 

(himpunan undang-undang)
67

 dan dalam bahasa Belanda ditulis "compilatie" 

(kumpulan dari lain-lain karangan).
68

 

                                                             
64 Wadh‟i  adalah sebab, syarat, mani‟/penghalang suatu hukum. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang 

tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).
69

 

Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil 

usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua 

kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu 

buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang 

persoalan tertentu.
70

 Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai 

"fikih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut 

Pengkanunan hukum syara".
71

 

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama 

sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat 

Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 

tentang pelaksanaan peraturan permerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur 

tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di luar pulau Jawa 

dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup 

makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
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sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan 

masyarakat Indonesia.
72

 

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan 

hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan 

dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam 

memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai 

rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, 

dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan 

kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-

undangan.
73
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Bentuk-bentuk Pemberian Nafkah Suami Terhadap Isteri 

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap isterinya yang bernilai 

sedekah dan pahala, para ulama sepakat bahwa isteri wajib menerima nafkah, 

dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu 

sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.
1
 Tidak hanya 

al-Qur‟an dan Hadis yang mewajibkan nafkah untuk isteri tetapi para ulama juga 

sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap isteri. Tetapi mereka berbeda 

dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu.
2
  

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah itu mulai diberlakukan semenjak 

dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan 

isterinya, dalam arti isteri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk 

menggaulinya, yang dalam fikih disebut tamkin. Dengan semata terjadinya akad 

nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila 

setelah berlangsungnya akad nikah, isteri belum melakukan tamkin karena 

keadaannya maka ia belum berhak menerima nafkah.  

Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 32 dan 34 ayat (1) yang berbunyi: 

  

                                                             
1 Sayyid Sabiq, Fikih al- Sunnah 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 56. 

2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

h. 168. 
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Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa suami haruslah 

mempunyai kediaman atau tempat tinggal yang tetap sebagaimana telah 

disepakati oleh suami isteri. 

Dalam pembahasan selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa 

suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan berusaha memberikan 

segala keperluan yang dibutuhkan dalam berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.
3
 

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami 

dan isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan biasa di mana suami 

maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak 

masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka 

berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak 

menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; 

sebaliknya suaminya tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima 

pelayanan dari isterinya. Hal ini menjadi pembicaraan dikalangkan para ulama.
4
 

Dalam hal isteri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan 

nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa 

nusyuz-nya itu. Alasannya ialah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan 

imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang 

ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama 

                                                             
3 Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam  (Bandung: Cintra Umbara, 

2012), h. 12. 

4  Riyan Erwin Hidayat, dan  Muhammad Nur Fathoni,  Konsep Nafkah Menurut 

Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam. Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam  6, 

No. 2 (2022). h. 158. 
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masa nusyuz itu dan kewajiban kembali setelah dilakukan setelah nusyuz itu 

berhenti. 

Jumhur ulama berpendapat isteri yang tidak mendapatkan nafkah dari 

suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh 

memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.
5
 

Menurut Mayoritas ulama, syarat wanita berhak menerima nafkah ada 

empat, yaitu:
6
 

1. Isteri mempersilahkan dirinya kepada suami secara sempurna, bisa jadi 

dengan menyerahkan dirinya atau dengan kesiapannya menyerahkan 

diri dengan  tidak menolak ketika diminta oleh suami. 

2. Usia isteri telah dewasa yang mampu disetubuhi, jika isteri masih kecil 

dan belum bisa disetubuhi maka suami tidak wajib memberikan 

nafkah. 

3. Pernikahan dibangun melalui akad yang sah, jika pernikahannya fasid 

(rusak) maka suami tidak wajib memberikan nafkah. 

4. Suami tidak kehilangan hak habsu (menjaga) isterinya tanpa alasan 

yang sah, atau karena alasan yang bukan dari pihak suami. Dengan 

demikian isteri yang nusyuz dan isteri yang di penjara akibat tindak 

pidana yang dia kerjakan, tidak berhak mendapatkan nafkah dari 

suaminya. 

                                                             
5  Riyan Erwin Hidayat, dan  Muhammad Nur Fathoni,  Konsep Nafkah Menurut 

Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam. h. 159. 

6 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. t), Juz 

10, h. 105. & Abdul Wahab Khollaf, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah fi Syariah al-Islamiyyah, 

(Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2016), h. 107. 
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Setelah pernikahan terjadi, tanggung jaawab suami pun bertambah yaitu 

bertanggung jawab terhadap isteri. Nafkah merupakan tanggung jawab suami 

terhadap isteri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemenuhan adalah 

bermakna proses, cara, perbuatan, untuk memenuhi, sedangkan kata nafkah 

bermakna belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, suami wajib memberi.
7
 

Setiap pernikahan pasti mempunyai kewajiban di dalam kehidupan rumah 

tangga (di dalam pernikahan), seorang suami mendapatkan tanggung jawab 

finansial dalam rumah tangga. Segala kebutuhan ekonomi (nafkah) yang muncul 

setelah terjadinya pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya 

serta tanggung jawab terhadap kebutuhan biologis terhadap isteri. Analisis hukum 

Islam mengenai pemenuhan nafkah suami kepada isteri meliputi: 

1. Nafkah Lahir 

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakt merupakan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan, 

dan pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan 

dan kecantikan isteri.
8
 Dari semua kategori nafkah tersebut isteri berhak menuntut 

kepada suami untuk memenuhi semua kebutuhannya, karena memang nafkah 

merupakan tanggung jawab dari kewajiban suami kepada isteri, baik berupa 

pangan, sandang, tempat tinggal (rumah) sesuai dengan kemampuannya, hal ini 

juga dijelaskan dalam KHI pasal 80 dan 81.
9
 

                                                             
7 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 650. 

8 Save M. Dagon, Psikologi Keluarga, (CetII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 50. 

9  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika 

Pressindo, 1995, h. 114. 
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Pasal 80: 

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami isteri bersama. 

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 

memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri 

dan anak 

c. Biaya pendidikan bagi anak 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a 

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaiman tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 

nusyuz.  

Pasal 81:  

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya 

atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 
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(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama 

dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya 

dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. 

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta 

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.  

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya 

serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik 

berupa alat perlengapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.  

Selain itu di dalam QS. Al-Baqarah/2: 233: 

 وُ عَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَ وَالْوَالِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اوَْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ ارَاَدَ انَْ يُّتِمَّ الرَّضَا
 وُسْعَهَا اِلََّ  نَ فْسٌ  تُكَلَّفُ  لََ  بِِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رزِْقُ هُنَّ 

Terjemahnya: 

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya.

10
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) mempunyai 

kewajiban yaitu harus memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan 

cara yang baik (pantas), dan juga pemenuhan nafkah suami terhadap isteri tidak 

hanya sebatas makan dan minum saja melainkan semua kebutuhan isteri.
11

 

                                                             
10 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihah 

Mushaf  al Qur‟an, 2019), h. 824. 

11 Arif Sahroji, Tinjauan Hukum Islam  Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin 

Pada Perkawinan Lanjut Usia. Jurnal Dinamika A 3.No.2 (2022), h.138. 
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Hal ini juga dijelaskan pendapat jumhur fuqaha yang sependapat terhadap 

adanya pelaksanaan nafkah. Dalam bukunya Peunoah Daly “Hukum Perkawinan 

Islam” mengatakan suami harus memberikan nafkah kepada istrinya apabila 

keduanya sudah tinggal satu kamar dan telah watha’. Jadi, pemberian nafkah 

bukan hanya sudah terjadi akad nikah saja, dan kewajiban tersebut dapat 

dikatakan gugur apabila sitrinya nusyuz (durhaka) kepadanya.
12

 

Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada isteri berupa 

pakaian dan tempat tinggal, dan suami tidak boleh mengabaikan semua kewajiban 

tersebut. Dalam bukunya Sri Suhandjati “Islam Menentang Kekerasan Terhadap 

Istri” menyebutkan bahwa menelantarkan isteri yang menjadi tanggung jawab 

suami dengan tidak memberikan kebutuhan hidupnya, seperti makan, pakaian, 

tempat tinggal, ataupun jaminan kesehatan, termasuk telah melakukan kekerasan 

terhadap isteri.
13

 

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya mencakup:               

1) Makanan, minuman dan lauk pauk, 2) pakaian, 3) rumah, 4) pelayan apabila 

dibutuhkan, 5) alat-alat kebersihan dan perabot rumah tangga.
14

 Kelima hal 

tersebut harus dipenuhi oleh suami dengan cara dan kadar yang ma’ruf , sesuai 

dengan kemampuan finansial suami dan sesuai dengan kebutuhan isteri. 

 

 

                                                             
12 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Midas Surya Grafindo), h.  99. 

13   9 Sri Suhandjati Sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: 

Gamma Media), h. 83. 

14 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, h. 113. 
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2. Nafkah Batin 

Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan 

psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain 

sebagainya.
15

 Kewajiban memenuhi nafkah batin isteri atau biasa disebut dengan 

mu’asyaroh bil ma’ruf disampaikan dalan firman Allah dalam surah an-Nisa/4: 

19: 

  بِِلْمَعْرُوفِ  وَعَاشِرُوىُنَّ 
Terjemahnya: 

Dan bergaullah dengan mereka secara patut .
16

 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah, suami diperintahkan untuk bergaul 

dengan isteri secara patut. Yaitu dengan mengajari mereka agama, norma-norma 

Islam, memperbaiki hubungan dan keharmonisan, menjauhi hal yang tidak 

menyenangkan hati, sabar saat isteri menyakiti, tidak memberikan beban pada 

isteri di luar batas kemampuan pelayanannya dan membutakan mata, tidak 

melihat sesuatu yang membuat mereka berkecil hati serta malu.
17

 

Disamping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan isteri, suami 

juga dianjurkan untuk bercumbu, bergurau, dan bermain-main dengan mereka, 

karena yang demikian itu menyenangkan hati wanita. Rasulullah saw. biasa 

bergurau dengan isteri-isteri beliau dan menyesuaikan diri dengan pikiran mereka 

                                                             
15 Save M. Dagon, Psikologi Keluarga, h. 50 

16 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 109. 

17
 Abu Abdillah Muhammad bin  Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Dar Ihya‟ 

al-Kutub al-„Arabiyah, t.tt), Juz 6, h. 203. 
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dalam bertindak dan berakhlak, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah 

melakukan perlombaan lari cepat dengan Aisyah.
18

    

Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi 

beberapa hal, di antara cakupan nafkah batin itu adalah:
19

 

a. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami isteri). 

b. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah. 

c. Saling menolong dalam meringankan beban. 

d. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua 

rasa. 

e. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah 

pihak. 

f. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa. 

Hasbullah Bakri, dalam bukunya “Pedoman Islam di Indonesia” 

menyatakan bahwa nafkah dalam hal ini adalah pergaulan antara suami dan isteri 

mencapai Orgasme. Mengenai berapa kalinya hubungan tersebut Islam tidak 

menentukan secara tegas, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kemampuan 

dan kesepakatan suami dan istri, setidak-tidaknya suami pernah satu kali 

berhubungan secara sempurna.
20

 

                                                             
18 Abu Dawud as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 2, h. 34. 

19 Muh. Arifin Ilham, Menggapai Keluarga Sakinah, (Cet I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), 

h. 35. 

20
 Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 175. 
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Abdurrahman I, menyebutkan dalam bukunya “Perkawinan Dalam 

Syari‟at Islam” bahwa seorang dapat menggugurkan kewajiban dalam 

memberikan nafkah kepada isteri apabila dalam keadaan isteri:
21

 

a. Kalau dia kabur dan pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin 

suami. 

b. Kalau dia pergi tanpa izin suami. 

c. Kalau dia sedang Ihram pada waktu haji tanpa izin suami. 

d. Kalau dia menolak kemampuan melakukan hubungan kelamin dengan 

suaminya. 

e. Kalau isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana. 

 Bergaul atau mencampuri isteri menurut sebagian ulama memang 

hukumnya wajib. Seorang suami dilarang menelantarkan isteri dengan tidak 

memberikan waktu yang lama. Baik itu nafkah lahir yang berupa kebutuhan sehari 

hari maupun nafkah batin yang berupa hubungan seksualitas.
22

 

 Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan salah satunya ditentukan 

oleh faktor hajat biologis. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat 

menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasaan 

bersetubuh adalah puncak kepuasan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap 

orang, terutama isteri, maka seorang isteri diperbolehkan minta cerai apabila 

kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan tanpa ada 

upaya perubahan, dikhawatirkan isteri akan patah semangat, bahkan melakukan 

                                                             
21 Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

h. 122. 

22
 Kholilah Margianto, Menciptakan Keluarga Sakinah, (Gresik: Bintang Pelajar), h. 107. 
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tindakan selingkuh di luar rumah.
23

 Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan 

biologis sangat penting karena salah satu bentuk memelihara isteri dan ini juga 

merupakan salah satu kewajiban bagi suami. 

B. Analisis Hukum Islam dan KHI Terhadap Pemberian Nafkah Kepada 

Mantan Isteri 

1. Nafkah Mantan Isteri Dalam Pandangan KHI 

 Putusnya perkawinan antara suami dan isteri yang disebabkan oleh 

perceraian tidak langsung menggugurkan hak dan kewajiban di antara keduanya. 

Dalam cerai talak, suami masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban 

terhadap istrinya selama masa iddah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 

41 huruf c UU Perkawinan yang mengatur bahwasanya hakim di Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan suatu kewajiban bagi mantan isterinya.
24

 Selanjutnya hal ini 

dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 149 KHI menyebutkan bahwasanya 

suami mempunyai tanggung jawab kepada mantan isteri yang ditalaknya berupa:
25

 

1. Memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda (kecuali jika bekas isteri tersebut qobla al dukhul). 

                                                             
23 A. Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , h. 60-61, juga Fuad Kauma dan Nipan, 

Membimbing Isteri Mendampingi Suami, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 63. 

24 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, Fikih Munakahat dan Undang-Undang 

Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 220-221. 

25 Cik Hasan Bisri, kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 186. 
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2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masih 

dalam masa iddah (kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil). 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila 

qobla al dukhul. 

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun. 

Kemudian dalam Pasal 152 

 “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, 

kecuali bila ia nusyuz”. 

 Aturan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwasanya antara suami dan 

isteri masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian. 

Dalam hal cerai talak, isteri wajib menjalani masa iddah yakni masa menunggu 

untuk menikah lagi karena suaminya meninggal atau telah dicerai talak oleh 

suaminya.
26

 Dalam masa iddah tersebut, suami berkewajiban untuk memberikan 

nafkah kepada isterinya selama isteri memenuhi syarat sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 149 KHI di atas. Dari Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik 

keimpulan, bahwasanya wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan 

                                                             
26

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, Fikih Munakahat dan Undang-Undang 

Perkawinan, h. 220-221. 
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suaminya hanya wanita yang masih dalam masa iddah dan wanita itu sedang 

hamil.
27

 

 Adapun hadis yang menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah 

kepada mantan isteri yaitu: 

للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة( رواه  )إنما النفقة والسكني -صلى الله عليه وسلم-رسول الله قال 
 28النسائي

Artinya: 

Nabi saw bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak 
bagi wanita yang bagi suaminya ada hak untuk merujuknya. 

 

2. Nafkah Mantan Isteri Dalam Pandangan Fikih Islam 

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah swt atas para suami, dimana 

seorang suami memberikan nafkah kepda isteri-isterinya meskipun telah bercerai 

dan dalam masa iddah.
29

 Namun, ketentuan nafkah iddah akan hilang apabila 

isteri melakukan nusyuz, yaitu isteri membangkang atau durhaka kepada 

suaminya. Tolak ukur mengenai isteri yang nusyuz yaitu isteri membangkang 

terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak melakukan 

hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam 

dan/atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidak-

tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya.
30

 Dengan terjadinya nusyuz 

isteri ini mengharamkannya dari hak nafkah dalam pembelanjaan-pembelanjaan 

                                                             
27 Muhammad Rawwas Qoi‟ah, Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab, diterj. M. Abdul 

Mujies. Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 392. 

28 Al-Nasa‟i, Sunan al-Nas’i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikri, 2005), h. 144-145. 

29 Anshori Umar, Fiqh Wanita, (Semarang: Asy‟syifa‟, t.t), h. 460. 

30 Zainudun Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 55. 
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yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan  isteri.
31

 Dengan demikian 

isteri yang dalam masa iddah tidah berhak mendapatkan nafkah dari sang suami, 

baik berupa makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Namun ulama berbeda 

pendapat berkenaan dengan batasan nusyuz isteri yang mengkibatkan gugurnya 

nafkah, yaitu: 

 Hanafi berpendapat manakala isteri mengeram dirinya dalam rumah 

suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Maka dia masih 

disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang 

benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan 

haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan 

nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. 

Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan 

kewajiban nafkah. Namun, apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, 

atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka dianggap isteri 

nusyuz dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. 

Hanya saja Syafii dan Hambali menambahkan bahwa, apabila isteri keluar rumah 

demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila 

bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak atas 

nafkahnya. Syafii dan Hanafi menambahakan walaupun isteri berpergian dalam 

                                                             
31  Ali Yusuf as-Subki, Fikih Keluarga:Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, terj. Nur 

Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 187. 
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rangka menunaikan ibadah haji wajib maka hak nafkahnya menjadi gugur. 

Sedangkan menurut Imamiyah dan Hambali menyatakan tidak gugur.
32

 

 Perempuan yang berada dalam masa iddah memiliki beberapa hak. 

Beberapa pandang ulama mengenai hal tersebut yaitu: 

a. Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah 

talak raj’i berhak atas nafkah dari mantan suami. Nafkah yang dimaksud 

disini adalah nafkah yang diberikan sebelum terjadi perceraian. Nafkah 

tersebut berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang 

berlaku.
33

 Kecuali ia dianggap nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap 

durhaka, yakni melangar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak 

berhak apa-apa. 

b. Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak 

mungkin dirujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung berhak juga atas 

tempat tinggal dan nafkah seperti di atas. Menurut pendapat mazhab 

Hambali beliau mengatakan bahwa isteri yang ditalak ba’in tidak berhak 

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
34

 Menurut Imam Ahmad bin 

Hambal isteri yang ditalak ba’in sama sekali tidak memiliki hak. Isteri 

tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan 

tempat tinggal. Berbeda dengan isteri yang ditalak ba‟in dalam keadaan 

                                                             

32
 Muhamad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'l, Hambali, 

terj. Masykur A.B. Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, Cet. 27 (Jakarta: Lentera, 2012), h. 402-404. 

33 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 

162. 

34
 Ulum Shohibul, Fikih Wanita Empat Mazhab, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), t.h. 
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hamil, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini Imam 

Ahmad bin Hanbal bersandar pada ayat QS at-Talaq/65: 6: 

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَارُّوىُنَّ لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أوُلََتِ  أَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ
  حَْْلَهُنَّ  حَْْلٍ فَأنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّّ يَضَعْنَ 

Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin.

35
  

c. Imam Malik dan imam Syafi‟i berpendapat bahwa perempuan dalam masa 

iddah akibat talak ba’in (yakni yang tidak mungkin dirujuk) yang tidak 

sedang mengandung, baik akibat talak tebus (khulu’) atau talak tiga, hanya 

berhak memperoleh tempat tinggal, dan tidak berhak mendapatkan nafkah. 

Adapun Ibnu Abbas dan Daud Dzahiri dan beberapa ulama lainnya 

berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapatkan hak atas 

nafkah dan juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya atas 

alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu 

tidak dalam keadaan mengandung. Dan hal ini juga sesuai dengan apa 

yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana dalam pasal 

149 huruf (b) menyatakan bahwa isteri yang dijatuhi talak ba’in dan dalam 

keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah. 

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, ia berhak memperoleh tempat 

tinggal selama menjalani masa iddah.  

                                                             
35 Kementrian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 824. 
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d. Perempuan dalam keadaan iddah akibat suaminya meninggal dunia 

menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat 

tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi 

hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.
36

 Namun apabila isteri 

tersebut dalam keadaan mengandung, para ulama sepakat isteri tersebut 

berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun apabila tidak dalam keadaan 

hamil, para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik dan Imam 

Syafi‟i mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan ulama 

lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat apabila isteri tidak hamil, maka 

tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk 

warisan.
37

 

Dari pernyataan- pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang 

berada dalam masa iddah talak raj’i, maka  fuqaha sepakat perempuan terebut 

berhak atas nafkah seperti sebelum terjadinya perceraian. Kemudian perempuan 

yang ditalak ba’in dan dalam keadaan hamil, imam Ahmad bin Hambali 

berpendapat perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. 

Namun apabila ia dalam keadaan tidak mengandung maka imam Ahmad 

mengatakn ia tidak berhak mandapatkan apapun. Sedangkan menurut imam 

Malik, Syafi‟i dan Abu Hanifah perempuan tersebut hanya mendapatkan tempat 

tinggal dan tidak mendapatkan nafkah.  

                                                             
36 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 

kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, t.t), 

h. 249-250. 

37 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih  Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 215. 
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Selain nafkah iddah setelah perceraian seorang isteri juga mendapatkan 

nafkah lampau dan nafkah mut‟ah. Nafkah lampau atau disebut juga nafkah 

madyah adalah nafkah yang dilalaikan oleh suami selama keduanya atau selama 

suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan sehingga kelalaian dari 

suami yang tidak memberikan nafkah terhadap isteri itu kemudian bisa dituntut 

oleh isteri di pengadilan.
38

 

Sedangkan nafkah mut‟ah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 

suatu (uang atau barang) yang diberikan suami kepada isteri yang telah diceraikan 

sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya.
39

 Adapun pelaksanaan 

nafkah mantan isteri berupa nafkah iddah dan mut‟ah dalam Pengadilan Agama 

dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang berpekara, dan dilakukan didepan 

persidangan pada saat sidang ikrar talak suami. Hakin di Pengadilan Agama 

memerintahkan kepada pemohon (suami) untuk menunaikan kewajibannya 

sebelum atau sesaat setelah sidang pengucaan ikrar talak.  

Yang menjadi dasar hukum mengenai mut‟ah adalah QS. Al-Baqarah/2: 

241: 

تِ   ٱلۡمُتَّقِيَْ  عَلَى حَقِّا بٱِلۡمَعۡرُوفِِۖ  مَتَٰعُۢ  وَللِۡمُطلََّقَٰ
 

 

 

                                                             
38  Muh Fahrul, Saharuddin Saharuddin, dan Lia Trizza Firgita Adhilia. "Kewajiban 

Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum 

Islam dan Hukum Perdata)." Jurnal litigasi amsir (2023): 1-15. 

39 Annas, S., Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut‟ah Dalam Perkara Cerai 

Talak (sebuah implementasi  hukum acara di pengadilan agama). Al-Ahwal: Jurnal Hukum 

Kaluarga Islam 10 No. 1 (2017), h. 1-12. 
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Terjemahnya: 

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa.

40
 

 Wanita yang diceraikan sebelum campur, sementara maharnya belum 

ditentukan, maka mereka menerima mut’ah, berdasarkan QS al-Baqarah/2: 236: 

 

لَى مَا لََْ تََسَُّوىُنَّ أَوْ تَ فْرضُِوا۟ لَنَُّ فَريِضَةً َّۚ وَمَتِّعُوىُنَّ عَ  لنِّسَآْءَ ٱلََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ 
ا بِ  ۥقَدَرهُُ  لْمُقْتِِ ٱوَعَلَى  ۥقَدَرهُُ  لْمُوسِعِ ٱ  لْمُحْسِنِيَْ ٱ حَقِّا عَلَى  ِۖلْمَعْرُوفِ ٱمَتَٰعًۢ

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 
dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), 
yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.41 

 Kemudian dalam QS. Al-Ahzab/33: 28: 

نْ يَا وَزيِنَ تَ هَا فَ تَ عَالَيَْْ أمَُتِّعْكُ  زَْوَٰجِكَ إِن كُنتَُُّ ترُدِْنَ ٱلْْيََ وٰةَ ٱلدُّ يَ ُّهَا ٱلنَّبُِّ قُل لِّّ  وَأُسَرّحِْكُنَّ  نَّ يََْٰٓ

يلً   سَراَحًا جََِ
Terjemahnya: 

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian 

mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya 

kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang 

baik.
42

 

 Selain al-Qur‟an banyak kajian yang dapat dijadikan landasan mengenai 

mut’ah bagi wanita yang ditalak. Sebagaimana hadis Nabi di bawah ini. 

                                                             
40 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 52. 

41 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 51. 

42 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 665. 
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ثَ نَا ىِشَامُ بْ  ثَ نَا عُبَ يْدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّ ثَ نَا أَحَْْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أبَوُ الَّْشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّ نُ حَدَّ
 عُرْوَةَ عَنْ أبَيِوِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرةََ بنِْتَ الْْوَْنِ تَ عَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْوِ 

سَلَّمَ حِيَْ أدُْخِلَتْ عَلَيْوِ فَ قَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِعَُاذٍ فَطلََّقَهَا وَأمََرَ أُسَامَةَ أَوْ أنََسًا فَمَت َّعَهَا وَ 
 43بثَِلَثةَِ أثَْ وَابٍ راَزقِِيَّةٍ 

Artinya: 

Diceritakan kepada Ahmad bin al-Miqdam Abu al Asy‟as al Ijliy. Ubaid bi 

Qosim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya, dari Aisyah 

sesungguhnya Amrah binta al Jaun meminta perlindungan dari rasulullah 

saw ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sesungguhnya engkau 

telah berlindung kepada Mu‟adz. Lalu beliau menceritakannya dan 

memerintahkan Usamah atau Anas agar memberikan mut’ah padanya 

dengan tiga kain linen putih. 

  Pemberian mut’ah merupakan perintah Allah swt kepada para suami agar 

selalu mempergauli isterinya dengan prinsip imsak bil ma’ruf aw tasrihu bi ihsan 

(mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau 

melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan 

apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan 

mantan isteri dan keluarganya harus tetap dijaga dengan baik dan dipertahankan 

meskipun harus memberikan mut’ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan 

ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap 

mantan isteri.
44

 

 Dari sekilas pengertian iddah dan mut’ah di atas, dapat dipahami bahwa 

nafkah iddah dan mut'ah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada 
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 Abiy Abdillah Muhammad bin Yazid bin Muhammad al-Gazaliy, Sunan Ibnu Majah, 

(Mesir: Dar Ihya‟il Kutub al-Arabiyyah, t.tt), h.657. 
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Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum 
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mantan isteri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah iddah dan 

mut'ah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah 

terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah iddah dan mut'ah 

adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa iddah) bukan waktu 

pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk 

bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun 

sebabnya.
45

 Namun menjadi masalah justru laki-laki (suami) sudah bersedia 

membayar nafkah iddah dan mut'ah ternyata setelah berikrar justru pergi tidak 

diketahui rimbanya, selain itu langkah hukum melalui eksekusi sangat membebani 

perempuan (mantan isteri) karena biaya pendaftaran guna pelaksanaan eksekusi di 

pengadilan sejumlah setengah atau bahkan hampir sama dengan nafkah iddah dan 

mut'ah yang akan diperolehnya.
46

 

 Seorang isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya apabila telah 

terjadi talak ba’in dengan talak khulu atau talak tiga kali. Sebab, telah terputusnya 

hubungan perkawinan sehingga status isteri adalah seperti perempuan yang 

ditinggal mati oleh suaminya. Adapun talak ba’in yang disebabkan oleh fasakh 

nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah 

li’an, jika tidak menafikan anaknya maka suami berkewajiban menafkahinya. 

Adapun talak ba’in karena fasakh nikah yang disebabkan aib dari salah satu dari 

                                                             
45 Annas, S., Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut‟ah Dalam Perkara Cerai 

Talak (sebuah implementasi  hukum acara di pengadilan agama). Al-Ahwal: Jurnal Hukum 

Kaluarga Islam 10 No. 1 (2017), h. 1-12. 
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kedua belah pihak , maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah karena fasakh 

nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan.
47

  

 Dari penjelasan mengenai hukum pemberian Nafkah kepada mantan isteri 

dalam padangan fikih Islam dan KHI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam pasal 149 dan 152 mantan suami masih memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan isteri.Sedangkan 

dalam fikih Islam mantan isteri masih mendapatkan nafkah selama masa iddah 

dan  tergantung kondisi percerainnya. Apabila telah terjadi talak ba’in dengan 

talak khulu maka seorang isteri tidak berhak meneriama nafkah. Selain nafkah 

iddah suami juga berhak memberikan nafkah mut’ah dan nafkah lampau. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-

Qur’an dan Hadis, h. 54. 



 

58 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari penelitin dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pemberian nafkah suami terhadap isteri terbagi menjadi 

dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup 

pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya. Hal ini diatur dalam undang-undang 

perkawinan dan juga dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur‟an. Sedangkan 

nafkah batin mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis, 

seperti cinta, perhatian, dan kasih sayang. Dalam Islam, suami diwajibkan 

untuk bergaul dengan isterinya secara baik dan memberikan perlindungan 

serta keperluan yang bersifat emosional. Ini juga mencakup aspek 

hubungan intim antar suami dan isteri. 

2. Dalam pandangan hukum Islam apabila terjadi suatu perceraian, suami 

tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isteri 

selama masa iddah. Selama masa ini, suami diwajibkan memberikan 

nafkah kepada isteri, dan beberapa hak seperti temapat tinggal, dan 

melunasi mahar masih tetap berlaku. Dalam beberapa situasi, hak-hak 

nafkah bagi seorang isteri dapat bervariasi tergantung pada kondisi 

perceraian, seperti talak ba’in atau talak raj’i serta apakah isteri dalam 

keadaan hamil atau tidak. Beberapa mazhab berbeda pendapat dalam 
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masalah ini. Selain nafkah iddah isteri juga mendapatkan nafkah mut’ah 

dan nafkah lampau setelah perceraian. Mut’ah adalah pemberian suami 

kepada isteri yang telah diceraikan sebagai bekal hidup (penghibur hati) 

bekas isterinya, sedangkan nafkah lampau berkaitan dengan hak isteri 

terhadap nafkah yang tidak diberikan selama perkawinan. 

B. Saran  

 Selain beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 

saran yang berkaitan dengan hukum pemberian nafkah terhadap mantan isteri 

dalam perspektif hukum Islam yaitu: 

1. Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri harus  mengetahui hak dan 

kewajiban mereka masing-masing. Terutama bagi seorang suami harus 

mengetahui apa-apa saja yang menjadi bentuk-bentuk nafkah yang wajib 

diberikan kepada isteri. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman atau percecokan di antara suami isteri. Karena tidak 

jarang ditemukan suatu penikahan berakhir di atas meja hijau karena 

adanya hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi. 

2. Diharapkan kepada suami yang telah mentalak isterinya agar lebih 

memperhatikan serta tidak meninggalkan hak dan kewajibannya kepada 

mantan isterinya yang berkaitan dengan nafkah. Karena setelah perceraian, 

seorang isteri masih mendapatkan nafkah dengan beberapa ketentuan. 
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